BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR /42 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

. bahwa Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 49 Tahun 2022

tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa perlu
dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan dalam rangka

 penguatan penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif

dan efisien;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 49 Tahun
2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 1I dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat [ Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
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Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112
Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun
2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumbawa Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 621) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor
4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor
701);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun
2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor
669);

8. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 49 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 49).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA
DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 49 Tahun 2022
tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa {Berita Daerah Kabupaten
Sumbawa Tahun 2022 Nomor 49), diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 1 angka 35 dan Pasal 1 angka 36 disisipkan 1 (satu) angka
baru, yakni angka 35a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

i6.

17.

18.

19.

20.

21.

Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga
Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.

Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa,
dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk memilih
Kepala Desa Antar Waktu.

Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa
dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil.

Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang
dilaksanakan satu kali atau bergelombang.

Pemilihan Kepala Desa Satu Kali adalah pemilihan Kepala Desa yang
dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama untuk semua Desa di
Daerah.

Pemilihan Kepala Desa Bergelombang adalah pemilihan Kepala Desa
untuk seluruh Desa di Daerah dalam dua atau tiga gelombang yang
dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama dalam setiap
gelombang.

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah pemilihan Kepala Desa
karena Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu)
tahun yang dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut
Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk
menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa. _
Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya
disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh
Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan
pemilihan Kepala Desa.
Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia
Pegawas adalah panitia yang bertugas melakukan pengawasan terhadap
seluruh proses pemilihan Kepala Desa.
Petugas Coklit adalah petugas yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Panitia
Pemilihan untuk membantu dalam pemutakhiran data Pemilih dengan
cara mendatangi Pemilih secara langsung.
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22. Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk Desa setempat yang
berdasarkan hasil penjaringan oleh Panitia Pemilihan telah ditetapkan
sebagai bakal calon Kepala Desa.

23. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan
oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala
Desa.

24. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh
suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

25. Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa terpilih yang telah
disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati sebagai Kepala
Desa.

26. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat
berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta
kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

27. Penjaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk
mendapatkan bakal calon Kepala Desa dari penduduk Desa setempat.

28. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk
menetapkan calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

29. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi
persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.

30. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar
pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan
umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas
kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

31. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun
berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum
terdaftar dalam DPS.

32. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar
pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar
penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala
Desa.

33. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa
untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan
sebesar-besarnya secara lisan.

34. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat
pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.

35. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat
KPPS adalah pelaksana pemungutan suara di TPS.

35a.Wilayah Perolehan Suara Sah yang Lebih Luas adalah wilayah Dusun,
Rukun Warga, Rukun Tetangga dan wilayah TPS.

36. Hari adalah hari kerja.

Ketentuan Pasal 58 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3), dan ayat (4},
sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

(1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara sah terbanyak ditetapkan
sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.

(2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari
1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan
suara sah yang lebih luas.

(3) Wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), adalah Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan
Perolehan suara sah terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih
terbanyak.
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(4) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari
1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih sama, Calon
Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan Perolehan suara terbanyak
pada TPS dengan jumlah partisipasi pemilih terbanyak.

3. Diantara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 53A dan
Pasal 53B, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53A

(1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan.

(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat
yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin
setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil.

(3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia
Pemilihan.

(4) Penentuan jumlah pemilih di TPS sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1)
memperhatikan kemampuan keuangan desa.
Pasal 53B
Pemilih yang dianggap terganggu jiwanya dan masuk daftar pemilih tetap (DPT),
dapat menggunakan hak pilihnya apabila yang bersangkutan dinyatakan sehat

oleh pejabat berwenang yang dibuktikan dengan surat keterangan bahwa pemilih
tersebut tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 25 Acustus 2Q22

[ BUPATI SUMBAWA,

)s( I_/MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 25 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR {07

5



